LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.64, 2012 AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan.
Indonesia-Zimbabwe. Penghindaran. Pajak
Berganda. Pajak Penghasilan, Pajak

Keuntungan Pemindahtanganan Harta.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

ZIMBABWE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND CAPITAL GAINS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE UNTUK
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN
ATAS KEUNTUNGAN PEMINDAHTANGANAN HARTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2001
Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of
the Republic of Zimbabwe for the Avoidance of Double
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with
Respect to Taxes on Income and Capital Gains
(Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah  Republik Zimbabwe untuk
Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan
Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak
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Mengingat

Menetapkan

atas Penghasilan dan atas Keuntungan
Pemindahtanganan Harta), sebagai hasil
perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Zimbabwe,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan
Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ZIMBABWE FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND CAPITAL GAINS (PERSETUJUAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE UNTUK
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN

PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DAN ATAS KEUNTUNGAN PEMINDAH-TANGANAN
HARTA).
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Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Zimbabwe for the
Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with
Respect to Taxes on Income and Capital Gains (Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk
Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang
Berhubungan dengan Pajak atas Penghasilan dan atas Keuntungan
Pemindahtanganan Harta) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Mei
2001 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Persetujuan
dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah
aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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Director for Economic, Secio-Gultural Treaties
Department of Foreign Affairs of the Hegwblic of fideonesia

Tanygal - j'j,!q'éuf:.t'._jzﬂﬁﬁ )
Date


http://www.djpp.depkumham.go.id

27 2012, No.64

-]

PEESETUJUAN
ANTARA
REFUBLIK INDONESTA
DAN
REPUBLIK ZIMBABWE

UNTUK PENGHINDARAMN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGALLAN
PEMNGELAKAN PAJAK YANG BEERHUBUNGAN DENGAN PATAK ATAS

PENGLASILAN DAN ATAS KEUNTUNGAN PEMINDAHTANGANAN HARTA

Femenntah Republik Tndomesia

dan

Pesner ntah Republik Zimbabees

BEZHASRAT untuk mengadakan szt Persetuiuan mengenal penghindarzn pajak berganda
dan pencepaban penselakan pajak vang berhmbungan denpan paiak-pajak atas penghisilan dan

alus keunlungan pemindzhianganan harla,

TELAH MERYETUILT SFRAGAT RERIELT:
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Pasal 1

ORANG DAN BADAN WANG TERCAKUT DALAM PERSITLILAN

Perselujusn i berlaxo terhadap oranp dan badas yang menjadi penduduk salah satu atao

wodua begara pihak pada Persenagjuan.

[*azal 2

PPAJAR-PATAR YANG DHCAK LT DALAN PERSCTUNCAN

1. Perselujuan im berlaku terhadap pajab-pajak alas pecehasilan vang dikenakan oleh suata
Negura pihak pade Persctujusn atau oleh bagian-bagizn ketatanegoraannva aton pemerirtal-
prrmerinlah davcahnyy, laopa memandang cara pajak-pajek tersebut disunpgut.

2. Aken dianggap sebagal pajab-pajak atas ponghasilan semea pajak vang dikensksn atas
selumh penghasilan, atan atas unsur-unsur penghasilan,  termasuk pajak-pajak atas
hewstungzan vang dipercleh dan pemindahilonzanan harta serak alao twdak cerak,

3. Pgjak-pajak yang sckarang berlaku terhadap mara Persctujuan ini berlako terutama adalak:
lay i Indonesia -

Fajak Penghkazilan wvang dikenakan berdasarkan Undang-undang Papak  Penghasilan
1984 JLndang-undang ™o, 7 Jahun 1953 schagaimana beheraps kali telzh mengalami

perubalbany
(selanjutnya disebut sebagal "Tajak Indonesia™:

(k1 i Fmbaawe :
i Pajak penshasilan (e et o)
i) Pajak keunlangan cabang peruszhaan Qe Dramely profil tood:
iy Pajak pomegeng saham bukan penduduk: e o reyidesr shareolders foxl:
vl Pajak alas bunga bagi bukan penduduk (e non resident fox o fnferest);
vl Pajak atas fee haei bukan penduduk (ke pon-residens tox on feevy
vil o Pajak atas rovalo bagi hukan penduduk (the noan-revidens ' tavom rovadtles);
wil]  Pajak alss keunlungan pemindah wangaoan horla dhe copded geing fon,

wiii) Pajak atas bunpa ba pendouduke ithe reaident ' fox of imleress).

taclenjutnyva dischut sebagai "Pajak Zimbabwc™).
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4. Perserujuan ind burlako pula terhadap setiap pajak veng scrupe atew pada hakckatnya sama
yang dikenskuan oleh saluh san begara setelah tmggal penandatanparan Tersetujuan ini
sebaral tumbuhan terhadap, atan sebapal penppanc dari pajak-pajak yang berlako saal ini,
Mura pejabal vane berwenang dasd kedus Negara pihak pada Persctujuan hams saling
miemberitehukan satn suma lain mengenal setiap perubahan penting wang corjadi dalam

perundang-undangzan perpajakan mereka.

Pasal 3
PENGLEETIAN-PENGLERTIAN UMM

b, Kecoali jika Jars hubungen kaliman hanes dizcikon Lon, maka vang dimeksud dalam
Mersetupuan denpar
(a) (1) istilah "[ndencsia" meliputt wilayalh FEepublik Indonesia sebagaimana dirumuoskan
dalum perundang- undsrgannya:
(z1} istitdh "Zimbubwe” berart Republik Zimbaboace:
(b isttleh "ering dan badan” melipuli orang pribadi, sebuab harle milik, sebuoah
persekutuan |, schush peescroan dan sctiap kumpulan lain dart orang dan kadan yang

dipelakukan sebagal hadan ukum untuk tujuan perpajaloan;

(c) istileh "perscroan” herati sctiap hadan Fukum stau kesatuzn hukom vang untuk tujoan
pomangutan pajak diperlakukan schagai susru badan hukum;
iy istaleh "perusabazn dan suale Negara pihak pada Persetwjuean” dan "perusaliaan dari

Mepara pihak laineya pada Persetojusn” berart herturat-turoat suatu perusahean veng
dijalankan sleh seorang Penduduk dar suatu Megara pihak sada Persemjoan dan saatu

peruszhuan vung dijalankan eleh Fenduduk Megara pihak lainnyva pada Persetujuan:

1 istilzh Mlalu lintas internasional” herarti actiap pergangkutan olch kapal laut atsu

=

[esawsr udara vang dioperasikan oleh suatu perosahean vang moempunval empat
kedudukan manajemen vang efckof di seatu Megars pihak pada Persetujusn, kecuali
apabila kapal laut dan pesawat udara semats-mata dicperasiken sntara lempal-teripal
vang berzda i Megara pihuak lainnya pada Perselujuan;

(1) istilah "pejaban vang berwenang" herani :
(11 di Indomesia:

Menteri koewmangan atan wakilnea vang sah;
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=

(i11 di Zimbalvaz:

COMLiEIMIE i akilnya yang sah,
Komisiomer Ferpazakan atan wakilnya yang sah,

le 1stilah "wargunegaraberarti

i1 dalam kasas di Ingonesia
— seliap orung pribadi yunyg memiliki kewarpznessraan Tndonesia;
— semud badun hukum, uwsaha bersama dan perschkutnan vang  memperoleh

stiatustva berdasarkon perundans-undangan vange berlaku di Indenesia.
(17 dalam kzsus di Zimhalvae
- setiap orung pribadi yang nzemiliki kewargancearaan Zimbalvace
semug badan hubkum atao persckutuan vang memperoleh statusnys berdssarkan

erundang-undangan vana berlabe di Zimbalywe,

Untuk pencrapan Perschujuan iai alel saleh satu Negara pibak pada Persetujuan, setiap
wtilah vane Uduk citumskan, hecuali jika dan bubungan kalimatnyva barus disrizkan lain,
clean memparsar erti menurut perundang-undangan hegata pihak pada Perserajuan itu

sepunjang mengenad pajak-pajak vang dientukan dalam Perserujuan ini.

Iesal 4
FENTIUIDR

Lincak  kepentingan  PPersetujuan in, istilah "penduduk suau Negara pohak pada
MFerselpuan” berartl satdap arang Jan bedun vane berdasackan aerundang-undingan &
Megara lersebul dupat dikenoken paick berdasarksn domisil, tempat kediaman. lempat
keduduban manajemen alaupun knlena lain vanyg sifatnya serupa,

Iika berdasarkan ketentuan-keotontoan ayat | seorang pribadi menjadi Pendudukadi kedua

Mupara piliak puds Porsclujuen, moaky statcsnys akan ditentukam schagn berikon -

(al akan dianggap sebagal Penduduksuat Megara dimaeca @ mempanyai tempar tinggal
Lelap vang tersedin bazinya: apabila 12 mempunyal empal Ungeal elap vang ersalia
baginva di kodus MNegara, 33 akan dianggan sehags: Pendwdukdimana 1 momponyal
huburgan pribadi dan hubongas ekanemi wveng lebih erar (pusat kepertingan-

kepentingan pokokl:

(b jika Mepara dimana ia mempunyai pusal Kepentingan-kepentingan pokoknya ridak

dapal ditemuokan, atan jika 1o tdak memponyai tempal lngeal tetap vang tesedia
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haginve di kedua Mepara npihak pada Persctujuan, i1 skan diangzap scbagai

PendudukMegara dimana ia menurut kebiasaannya berdiom;

[} Jka 1z mempunyai tempar dimana g hissanyva berdian di kedua Megary, pejabal vun
herwenany  dari kedun Megurs pihak pada Persetujuan  aksn  menvelesailan

musalahnya berdasarkan persctujuan bersamea.

A0 Jika berdisarkan Letentuan-kelentoan aval 1, oring dan badan, selain dari orung pribadi
merupaan penduduk di kedua Negam pihak pada Persetujuim, maka pejabal-aejanua wang
berwenang deri Megara-negara pihak pada Persctujuan akan menyelesaikan masalab

terscbut herdasurkan Persetujoan bersama.

Tasal 5

BENTUR USAHA TETAP

1. Lotk kepentingan Persstujuan ini, istilah "bentuk usaba tetap" berarti suaba rempat usaha

tertentu dimana seluruh ataw sehagian wsaha dan suato percsabaan dijalan<an.,

. Istidab "benluk vsaba telap" lerulama melipuli ;
fad suata eepal kedudukan manajemen;
ib) sualu cabang;

[e] suatu kantor:

[y suatu pabrik.

I

suatn berpael:

(f} gudang arsw lempat penyimpanan barang yang Jdigunakae wniuk peajualan

0
I-\. (=]

—

AUATL ermiEn in ataw _"\IL.,"'I'kI:f'l'.]l'li':l'l'1

(hy suatu lokasi pertambangan, saatu ladang minvak atan gas, suate temipat penggalian atan

rempat pengarabilan sumber kekaviean alam lainnyaz

3. Istilah "bentuk vsaba leap” juga melipui:

ia) sualy bangunan, kenstzuksi, proyek perakitan ataw preyek instalass aran kegiatan

pengaveasan  veng ada hubungan dengan prosek tersebot,  Wetapt hanvs wpabila

hangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih daci & bulun;

(b pemberian jesa, lermasuk jasa konsulian vang dilakukan oleh suatu peruszbaan melalui

tersebul, telapn haoya apabila kepiatan-kegatan tersebut berlanzsung (unrok provek

vang sart alau ada satlannval o swalu Negara dalam masa alaw masa-masa vang

(M}

kavvawannya alan crang lam yang dipekerjakan oleh perusahaan ito antuls tojoan
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beruilal lebih dan 120 han dalam jacgka wakie doa betas bulan dalam suata tahan

paja.

4, Menvirnpang dari ketentuan-kerentuan sebelumnya dar pasal ini, warilah "hentuk uszha

letep” diangeap tidek mehiput

(4] pengaunase fasilitas-fasilites semata-mata decgun moksed anluk menyimpan atau
memamarkan barang-barang atau barane dagangan milik perusahaam;

(a1 pengusisan stan persediaan barang-barang atau barang dagangsn milik aerusahsan
semata-mats dengen maksud untuk disimpan staw dopamerkan;

(o} pengurasun susty persedisan burang-oarang alau berang dagangan milik serusahzan
scmata-mate dengen meksud cotuk diolah oleh perusabaan lain:

{1 penzurasan suate fempat usaba terienfu somata-mata dengan maksud untuk pembel:an

harang-harang atan barang dagsnpan atau antuk mengumpulkun keleranesn bagi

keperluan perasahaan;

L
-

pEngLrugan suam tempat uszha tertenm scmatg-nata dengan maksud wttuk fujuan
periklanan, untuk memberikan kereranpen-keterangan, untux melakukan riset thmnzah
ataupun untuk kepiatan-kepiatan scrupa yang horsitat porsiapan atau penunjang bag

perusahaun;

i} penpurusan sustu empat usaha terlentu semala-nata dengas waksud antul melakukan
gabunpan kegistan-kegiaten vang dischutkan calam sub-avat (2] sampa deagan (g

sepamjung hasil pengpabungsn semua Kegistan-kepiatan tempat usaha tetap tersehut

ersilat pursiapan alau penungang,

Menvimpang dart ketentean-ketentuan syat | dan 2, apabily orang alau bidan, kecuali agen

vang hertindak bohas schageimana berlaku avat &, berfinduk i suain Negara pihak pada

Persetujuan sras nama perusihisan vang berkedudukan di Megara pihak lainoya oada

Fersetujuan, mzka perusshaan terschut diangpap memiliki henrak usaha etap di Negara

vang disebutkan pertzma atas kemiaten-keviulan vany Jilakukan oleh coang atan badan

lersghd, jika ia:

(#) mempunyzi dan vasa melakukan wewenzog unluk berunding dan menutcp kontrak-
kortrak atas nama perusahaan tersehut, kevuali kegiatan 1o hanya telatas pada apa
vang diatur dalam avat 4, vang meskipun dilakukan melalul susiu lenpat csaba tetap,
iempal tersebut bukan merupaken bentuk usaba fetap sestai dengan ketentuan awvat

forsehirg
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ib) tidak mempunyal wewenang soperti iha, tetapl biasa melakukan pengurusan persedisum
harang-harang atae harang dagangan Ji Megars vang discbul perama di many sceor
toratur ia menayerahkan barang-kasang atau basang dagangun alas nems perusdhaan

torschur; atas

(o

memhuar atan mchgolah di negar tersebut untok keperluae barang-burang perusahaan

alau barang degangan milik perusahaan.

a, Suamn perusaham  dant sualy MNewara pihek pada Perselujuan tidak aken  <ansean
mempinyal suale bentuk wsaba welap il Mezara pihak lanoya pads Persetujuan banya
semata-mata karena percsahazn it menjalankan usaha i Megara pihak lainnya pads

Persetujusn melalui makelar, kemisiener umuom, atau agen lainnya vang hertindak hebas,

sepunjang otang atan badsr tersebut bertindak dalam rangka kematan uszhanya wvang
lzira, Numun demsikian, bilamana kegiatan agen dimaksod scluruhnya ataa hampir
selumahmva difakukan wotuk perusahaan i ataw sekutn pecusehoannye, maka sa wdak akan

dismppap sebuy agen vang berlindak bebas dalam pengertian ayat ind.

7 Jika sualu perservan vang berkeduduban disuaty Megara pihak poda Persetujuan menguasai
atzu dikuasai olek perseroan yvang herkedudukan di Negara pihak pada Persetwjuan lzinnya
atzupun menjalankan usaha di Negara pihak pads Fersetwuan lainnya ita (haik melalm
sugtu bentuk usuha tetap staupen dengan susty cara lainy, maka hal itn tdak dengan

sendinny: akan berakibat bahwa salah sam dard perseroan ftu nzerupakan bentuk vsaha

tetap dari vang lninnya.

Pasal @
FENGHASILAN DAR] HARTA TAK GERAK

. Penghasilan vang diperoleh scorang penduduk dari suatn Negara pihak pada Persefujuan
dart harta ak gersk (termasck penghasilan vang diperoleh dan pertanian atau kehutlanan)
vang borads di Megara pthak lainnva pada Persctujuan dapas dikenazan pajak i Begara
lain tersehut.

2. [Istilah "harz w2k gerak” akan mempunyal o sesuel dengan perandane-ondangzan Newara
pitak pada Persctujuan 4 mana harta vang bersangkuran berada. [stilah tersehot melipot:
juga benda-kenda vang menyertal harta rak perak, ternzk dan peralatan yang diperounikan

dalam wsahz portanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana berlaku ketentuan-ketentusn
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dalam hukum winum mengenal pemilikan atas lahzr, hak memuongot bazil aas hata tak
gerak, serla hak alas pembuavaran-pembayvarun fetap stan tak tetap sebapa halas jasa untuk
pengeriaan, alau hak untuk mengerrakan kandungan mincra , surber-sumber dan sumber-
suither Kekavazsn aans lainmva kapa! laut dan pesawar udara tidak diangpap sebagai harta

rak gesak,

Ketentuan-keternoan pada aval 1 berlaku juga lerhadup penghasilan vang diperoleh dar
pengpanaan sevira lanesuny, dan penveaaan, atau did penzeunaan harta sak gerak dalam

bentul: apapun.

Ketentuan-ketentuan calum aval-uval 1 dan 3 berluku jugy ferhudsp penghasilan vung
dipernleh dari harta 1ak gerak sualy pervsahaan dan werhadap penghasilan derd hana wk

serab vang dizunaban Jdalam menjatinban pekeriaon bebus.

Pazal 7

Lala UsAalla

Luba suutu perusaliman dari Wegara pihak pads Persetujusn henya akan dikenakae pajak i
Megara 1ha kecuall ks perusahsan ite menjalankan usaha di Nepgars plhak lainnyva pada
Persetujui melald suatu bentuk usaha wetap, Apabils perosahaan tersebut menjalinkan
usthanva schegal dimsksod di atas, maka laba perusahazn it dapal dikenakan pajak i
negara lainoyva telapl hanva atas bagian laba wang berasal dan (2) bentuk usaba tetap
terscbut: (b} penjualan vang dilakukan di Negara laionya atas barang-barang ataw barang
dagangan pumny s aiag serupa jenisnya dongan wang dijual melalul bentek usaha welap
s utdu () kepstan-kegialan ussha loinnya vang dijalankan di Megara lain i vang sama

clie serupa jenisnyva dengam vang dilokukan melalei bentuk vsaha teap i,

Dengan memperhatikon kelenluan-ketenluan aval 3, pka sualy perusabaan dart suntu
Megara mhak poda Perselwuan wencalankan ssana i Megara pihak lainnya pada
Persetujuin melaloi svam benmik usaba serap wvang herada i sana. maka vang akan
diperhitungkan sebugi laba benluk usaha lelag ilu oleh mesing-masiog nowama lolab labs
vang diperolehava seardainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suate perusahasn
vang terpisah dan hertindak behas vang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama ataw
sorupa, dalam keadaan wang sama atau sempa. dan mengadakan hubungsn yaop

sepenuhmya behas dengan perusahaan veng memiliki bentuk usaha tetap it
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3. Dalam mencomukan besarnya laba sunatn bentuk wsaba tetap, dapat dikwrangkan biaya-biaya
vang d:keluarkan untuk kepentingan wsaha dar bentuk wsaha tetap it termasuke bizya-
bisva pimpinen dan blayvs-bisya administras: omum bails vang dikeluarkan di MNegara o
manma hemuk wsaha leap o berada atovpun i lempat Taing Namuon demikoan tidak
diperhenankan unluk dikuranghan jaah pembayaman-pembavaran vang didakukan eleh
bentuk usaha teap kepada kantor pusainya alou kenlor-kanter L muilik kanlor pusaloya
{selain darl penzzantian hiava vang benar-benar dikeluarkant beropa resalti, biava atan
pembayaran-pembavaran serupa lainnya karena perggunaan naten atau hak-hak lam, atan
borupy komisi, uituk Jasa-ase tertenty yvang dilakokan atau uniok manajemen, atan,
hecuali calam hal usaba perbankan, besupa bonga atas picjaman vang diberikan kopada
heniuk usaha tetap. Sebaliknya tidak akae diperhitunglan sebagai Taba bentuk ussha oetap
edalah jumlah-jumlah vang dibchankan olch benmk usaha tetap kepade kantor pusatinea
ctau kantor-kanter lain milik kantor Pusatnyva 13clain penggantian bisya vang benar-benar
dikeluarkan} berupa rovalti, biava atau pembayveran-pembayarun serupa lainnva karenu
penggunaan paten alau hak-hak lain, atau bempa kemisi, untk jasa-jasa tertentu vang
dilakukan atau untuk manajemen, atau, kecuali dalam hal usaha perbaonkan, berupa bunga
acas pingman vang diberikan kepada kandor pusatmva stan kantor lain melik Ranlor

PrLsdInya.

4 Uitk fujpzn pencrapan avat-avar terdabalo, besamya labe henmk ussha totap haros
ditentukan dengan cara vang sama dasi tabun ke tahun, keoual jika tevdapat alasan yang
kuat dan cubup watuk melakukan penvimpangan.

5. Repanjangy merupakan kelariman disalabh sztu Negora oihek pudy Perselwoan, menuooal

puerimclang-vodangannya, untuk menetapkan besarnva laba vang dapat diangpap herssal

duri sualu beniuk usuha lefap deppan cara menentukan bagian laba berhagan bagean
perusahzan terschut atas kesclurohan laba porusahaan iy dan bagtan-bagizooya, amaka
ketenmusn-ketentuan pada avat 2 dan Pasal ind udek wkan menutup kemuongcinan bagi
Megara phak pada Porsetujuan dimaksod untuk menestukan besarnya lsha vang
dikenokan  pujuk  bendasarkan  pembagian ira wang  lamim dipakai.  namun cara
pembuagisnnyy harus sedemikian rupa sehingga basilnya akan sesoai dengan prinsip-

prinsip yang terkandung di dalam pasal mi.
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Laba yang semata-mata berasal dart pembelian barang-barang wlau barung daganpin ving
dilakukan oleh suutu bentuk usahs tetap untuk perusahaan, tidak dibatung sehagai laba dari

bentuk usaba lelap

Jika dalzm jumilzh laba termasuk hagian-bagian peneghasilan sang diafur secara lersendin
pada passl-pasal lain dalam Perscrujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal lersebul lidak

akan lerpengarub vleh kelenluan-zetentuan pasal ind.

Menyimpung dan xetentuan-ketentuan lain dan persctujuan ind chmana sehuzh pomsahazn
vang merupasan denduduk suatu Megara Pihak pada Persctujuan mempunyal scbuah
bentuk wsaha tetap wang berada 3i Negara Pibak pada Persctujuen vang laic, laba osaha
dari benrak usaha tetap terseben dapal menjadi ek sebuah pajak lambahan i Nagara
Pihak pada Persetujaan vang lzin sesuai dengan undang-undang yang berlako ) Mepar
Fihak pada Perscmjean, tetapi pajak tambahan yang dikenzkan terselut ridsk boleh
melehihi:
() dalam kosus s Indunesia
[0 persen dari jumlak laba vsaha setelah dikuranai pajak peaghasilan dan pajak-
pajik lain schuburean dengan pengehasilzng
M) dalam koses di Zunbalvae
& perser: dart laba usaha
Botentuan avat 8 dzlam pasal ini tidak akan mempengamhi ketentuan vasg dalam sctiap
kentrak produksi sharing (K5} dan koatrak kerja (atan kantrak-kontrak lain vana sejenis)
Lerhan denpan sektor minvek dan gas alaw seklor pertambangan lon yung disimpulkan
oleh pomecrictalh Negarz Tihak pada Porsctujuan, perantaraan Negara Pihak pada
Persetujuan. perusahaan minvak dan gas regera vang relevan atau entizes lainva dengan

orang vang marupakan penduduk dari Megars Pihak pada Persetujuan leinnya

[asal ¥

PERKAPALAN DAN PEMNGANGELTAN UDARA

Laba yang berasal dae soate Megara Pihak pada Pesetajuar dan diperaleh olch
prrusshasn dari suala Megura Pihak lunoya pals Pecsetyjuan danl peogoperasian sapal-
kapal laut dalam jalor intcrnasionz]l dapat dikcnakan pajsk di MNegara yang discbor
pertama. tetapt pajzk vang dikenakan tersebut akan dikurangd cengan jumlsh vicg sumu

dengan 0 persennyi.
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Laha dart pengoperasian pesawar wdars dalam jalur lalu lincas internazional kanva akan
dikenakan pajuk di Megara Pihak pada Persemajuan di mana  perusabaan  vang

mengoperdsikan pesavent udera lersebul berkedodukan.

Kelentuan-ketentaan zyal 1 dan 2 berluku pula terhadap Taba dan penyertaan dalany sueto
gabungun perusahaan, suatu usaba bersama staw dar suate perwakilan untak operast

infernasianal,

Pasal &

PERLUSAHAAN-PERLSAHAAN Y ANG MEMILIKT HLBLMGAMN ISTTEW A

Aquabla:
(a) suatu porusahaan dard suzto Negara Pihak pada Persetujouan torut borpartizipesi sceara
langaonge maupun tidak Tangsung dalam manajemen, penpawasan atau mcdal di soar

perusahaan dart Wegara Tihak lainnva pada Persetujuan, atan

(b terdapat oranehadzn vang sama yang ral berpartisipasi secasa langsuny maupun tidak
langzung dalum manajemen, pengawasan, atau maodal di suata perosahaan dar Mepara
Pibak pacla Persehguan dan suatu persahaan dari Negara Pihak lainnva pada
Persstujuan, dan dalum keduy hal o antaca kedea perusshaan dimakswd dalam
hubungan usihanya atan hubangan keusngannya diadakan atan diterapkan svarat-svaral
vang cenyunpang Jdarl yang lazimova berlaku antara perusahaan-perosahasn yvang
sarma sekall bebas saiu sama lais, maka sedap laba vang sebarnsnya diteriza oleh salsh
saty perusihaan jika syarat-svarat o tidak ada, namuon odak diterimanyy kerena adanys

syarat-syvarat ersebud, dupat ditambakkan pada perssuagan ity dan dikenakan pajak.

Apabila sualy Megar Pihak pada Persemjuan mencanfumrkan laba suatu perusahaan dari
Mepara tersebal dan mengenzkan paaknya-padatal ates laba terschuot, perusahaan dari
Megara Pihok lacmva pada Persetujuan telah dikenakar pajak di Nepara Pihak lainnya
tersebut dan faba vang dicantumbkan ludi sdalah laba vang memang seharusnya diperalel
porusahaan Muepara wvang dischutkon perama apabila kondisi-kondisi vang dibuse aleh
keodua perusshasn terschul sama dengan kondisi-kondisi yang dilbuat eleh pihak-pihak yang
mempunyal kedudukan bebas, maka hepgzra Pihak lainnya ferschur akan membusat
penyescaian seperlunyi terhadap jumlah pajak vang telab dikenakan terhadap laba sersebot.

Lralamn elakukan penyesuaan tecsebul, Ketentnan-ketentuan lain dari Persctujuan ini retap

11
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1.2

harus diperharikan dan bila perlu pejabat-pejabat vang herwenang dari kedua Megara Pihak

pada Persetu uan dapar saling heskonsultas:.

Suaty Megsgra [Mihak paoda Perselujuan fidak akun menpubah laba svata perusaboan
schagaimana dimaksud dalam avar 20 setelab jangka wokto wang ditetapkan dalam

ketentian perpapakan Nepara fessebut,

Pasal 110

LYW TIYEN

Dhividen »ang dibavarkan oleh suatu perusahaan vang memupakan pondouduk suatn Negara
P:hak pada Persetujuan kepada penduduk Mepara Pikak lainnya pada Persetajuns dapat

dikeaakan pajzk di Megara Mihak lainnya terschuat.

MNamun demikizn, dividen lersebul dupal dikenakon pajak di Newura pibak pada

Persetujuan dimana perserozn vang membavarkan dividen adalah penduduk das sesoai

densan peraturan Megara tersebut, 1etopl apabila aemibk sabam vang menikmati dividen

adalah penduduk MNegara pihak lainnya pada Persetajuae., paak vang dikenakan tiduk aksn

melebihi:

fal 10 persen dar wmlab kotoer dividen jika pemilik sabam yang membman divider
adalah perscroan yang menguasm sccars langsung atao tidak langseng paling sedikit
230 persen hak suara dalam perscroan yang membagikan dividen; stan

i 20 persen dasi junlah keror dividen dalam hzl-hal Tainnya

Tazal im tidak akan mempercamhi pemgjakan atas pecasahaan zchubunean derean laha
[AEnL I ) | L E

darimana dividen dibaverkan,

Lstilah "dividen” sebagaimeny dipunakan dalmn Pasal i berarli peaghasian dar saham-
suham atau hak-hek lainonya yang berbak atas pembagian laba {(vang bukan merapakan
saral-sural prufang), manpun penghasitan lainnya dari hak-hak perseroan vang olch
undleng-tendang pepaakan Negara i mana persercan yang membagikan dividen ito
beckedudukan, valam penpenaan pigakonya diperlasukan sama dzngan penghasitan dari
saham-suhant.

Kotentusn-ketentuan ayar | den 2 Hdak aksn berlahu wpabily pemilik suhac yang

menikmatt dividen. vane memapakan penduduk dan suatu hegara pihak pada Percemjuan,
melekukan kegiotan wsaha di Negara pthak lainnyva puda Perselujuan, di mana parseroan

wvinyg membavarkun dividen o berkedwdukon, melalui svalu benfuk wsaba telap vang

12
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herada di zanz, atan mensalanken pekerjaan bobas dengan suatu tempat usaha telap vang
berada di sana dac pemiliken suhum-saham vang menghasitkan dividen i mempunvai
hubungan yanp efektif dengan hentuk usaha telap alay Wwmpal vseha elap o, Dalam hal

demikizn, tergontung pada masalahnya, berlaku ketertuan-celentuan Pasal 7 atqu Pagal [5.

Apabila suatu persercan yang berkedudubon i suan MNegara pihak pada Fersetujoan
memperlch laha atae penphasilan dari Megara pibok inoya pada Persetujusn, begara
lain terschut ridak beleh mengenakan pajak apapun Jega atae dividen yaog dibaxarksn oleh
purscroan itu keeuali apabila dividen oo dibayackan kepada pendudule Wegara pikak lain
pada persedujuan alau apabila penguassun saham—suham vang menghasilkan dividen it
mempuaval hubungan veng efektit dengan henmk usaha wetap ataw fempal lelap yong
herada i Megaqa lain s, demokian pula tidak boleh menzenakin pajuk aas laba yung
tidabe dibagikan, meskipun dividen yang dibavarkan ataw laba yang Hdak dihagekan terssbuo
seluruhnya alaw sehagian berasal dan laba atau penghasilan vang dipernleh di Negara lain

tersehut.

Pasal 11
[E{ LT

Bunga vang berasal dari Wegara pihak pada Perserujuan dan dibayorkan kepada pendudui
dari suatu Wepara p hak Tainnya pads Persetujuan dapal dikenakan pajak o Megara Lain

terachut.

Tarif pajak vang dikenakan aleh salah satn Megara Pihak pada Porsctujusn atas bunge
vang d pernleh yang bersumber Jdi Negas tersehul dan dimdliki oleh permber pinjanan
wang nenikmall bunga vang merupukan penduduke Mewary Pihak laionwy pada Ferselw uan

tidak skan melebihi 10 persen dan qumdzh leces bungs.

Istilah "bueoga" vang digunaban dalam Pasal m berarly penghasilan dan semoa jenes
tagihan ntang, bak vang ciamin dengan hipouk maupan idak dan baik yange mempunyai
hak atas pernbagian laba mavpun tdak dan khusesnya penghasilan den sural-surat
berkargs negara dan penghasilan den surat-sorat obligas: atan suras-surat hoteng, sonmasok
prerai dan hadiah wvang terikat pada surat-surat herhargs, oblicasi atou sorat-surar hurang
terachut, domdkian pula penghastlan yang diporsamakan dengar penghasilan vang
diperalel dar vang vang dipinjembkan berdasickan unding-undacg perpajakan dar Negar

di muna penghusilan ity berasal, termasuk bunga wtes pembayaran unluk pervualan di

13
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muka, Denda yang dikenakon zlas keterlambaton pembayaran didak dianggap schagsi

bunga ang dimakaad dakam Masal ing,

Eetentuan-ketentan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan bedaku apabily pemilik pimjaman vang
merikmati busga tersebul, vang merupakan penduduk suate Wepsa Pilat pada
Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya paca Perselguan di mana
bunga terschut imbul melalu? snatu benmk uszha tetap vang berada do sana, oo
menjalankan pekerjaan bebas di Megara lainnva melalun soale tempal wsaha wlap vang
bersda i sanz. dun lagihen pluung vang menghasilkan bunga cersehut mempunyai
hubungzn elekiil dengan u) Dentuk wsaha terap stag tempoe usaha tetap rersebur, atac
dengan by kepiman-kepiatan usaha luinonys seperti dimeksud dalam Pasa] 7 avar | horof
fel, Dalam hal demibean, lerzanlung pads masalahnyva berlake ketentusn-ketentaan dalam

Pasal 7 atau Pasal 15,

Bunga dianggep bkerasal di osuatn Wepara Pihak pada Persetujuan apabila wang
mermbavarkar bunga adalabh Wegara it sendirz, bagiae ketatanegaraon ataw penerintah
dacrah v penduduk Megara tersebut. Wanon demilkian, apabila srang dan badan yang
merhayvarkan bunga, lanpa memandang apazah i menjadi pendodok Negara Pihak pada
ersetupmin stavpun Ldik, menilikl benlubk usaha lelap alaw lempal lelap 9 sualy Wewara
Mhak pada Persetugaan dimana bunea yang dibayarkan o mengadi beban bentuk usuba
{etap alau lempul letap lersebul, maks bunga il disngeap berasal dari Megara Pihak pada

Persetujuan dimana bentuk usaha tetap atan teoapat teap itu berada.

Apabila dikarenskan adanva hubungan istimewa anlara pembeyar bunpa dengsn pemilik
vung menikmati bunga ataw sntera kedua-duanya denpan otang ataa bacan lainnya. dengun
muermperhutican tagihan atas piutang ving menjadi dasar pembayzran bunga ita. juralah
bunga veng dibavirkun vang melebihi Jumloh vang scharusoea disepubeltl oleh pembayar
dan pemilik yang erertkmati bongs seandainsz tidak ada hubungan istimews semacam i,
maka kctontuan-ketentuan dalam Tasal ini akar berlakn harva terhadap jumlah yang
serarusnya diserujui tersebur. Dalam hal demikian, jumiah kelehihan pembayarannya im
akan tetap dikenakan pajak berdasarkan peruadang-undanzan di mesang-masing hegara
Pihak pads Persetujuen, dengan memperhatiken ketentusn-ketentuun laionya dulam

Persetujuan ini.

14
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Pasal 12
RO ALTI

Foyal wimy berasal dJur suaiu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibavarkas kepada
pendudul Nega-a Pihak lainnya pads Pessetuijuan dapar dikerakan pajek o Megara lain

Lersalbul

Turil pajak vanyg dikenakun olch suie Nepars pihak peda Persctujusn slas roovalil wvang
diperaleh dari sumber di Negara pihak pada Persetujuan tersebut dan penerimanya adalzh
pemilik hak vang mentkmatt rovelti ita adalah penduduk dari Negara pihak lainnva pada
Perserujuan, tidak akan melehihi 15 persen dari jumlah koter rovati terschus schagaimana

vang dijelaskan dalam ayat 3.

[stilah "rovalu” dalam pasal im berwt pembavaran-pembayaran baik secara perindik atan

ridak. dan dengan rama atan hentuk atnw nama apapun yane mencakup imbalan unuk:

{a) pengpunaan, atae hek votek meppzuoakan, setiap hak cipra kesosasteraar, kesenian
atzu kavva miah, paten, pola atan model, rumes slau cara peongoluhan wang

dirahastakan. merk dagang ataupun hama atan hak scjenis lainnya; atau

bt penggunzan, atau hak untok menggeunakan alai-alal peclengkapan indusic, perdzgangan

ata e pengeiabuan: atao

1) pemberizn pengetahuan atwa intormnast dibidang ilmo pengetahoan, teknik, industn atau

perdaganzan: atau

b pembesian berbagar bantuan vang meripakon peleagkap dan famoahsn den seiap harta
rak beraujud tersebut atau hak seperti vang disshur sub ayvae (a), setiap perlengzhapan
seperli dalam sob ayar (k) atau seriap pengetahuan atau irfonmasi seperts disebatkan
pacla sub avat (o)) atan

el penggunzan, aczu hak untok mengeonskan:
(0 film-film Aieskop; ataw
iy film-film atan video vang digunakan dalam hubungannya dengan sclovisi; atau
(k) peta yang diganakan dalam hubungsannyva denpan siaran radic;g atau

Ty seluruh atan sehagian pembawaran sehubuoagan dengan pengrunsan ateu penvedisan

hrlu alas hak vang dicaksod dalam ayvat iai,

15
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Ketentuan-ketentuan dalane ayat 1 daa 2 tidak axan berlaku jika pibak vang menikniati
rovalll terschat. wang merapakan pencuduk ssaluy Negara Prhak pada Persetujuan,
menjalankan usaha di Wegara Pihak lainnya pada Persetujuan i mana rovalti tersebul
timbul melabu susly benluk vsaba terap vang borada di sana, sae melubokan pekerjain
behas di Mepara Mhak lainnya lersebut melalul suatu tempat wsaba telap vang berada di
sani dan hak atan haees vane menghasilkan covaltl lerschut mampunyal hubungan efcknil
dengan 4} bentuk usuha tetap atau tempat usaha retap ferschus, alun dengun b) kegiatan-

kegiztan asahz lainnya sepert dimaksod dalam Pasal 7 avat | harof (e). Dalam hal
demikian, Jerganiung puda masalabinya, ketentuan-ketentaan dalam Fasal 7 aan Pasal 15

skan harlaku,

Faovalti disngeap timbal di Neears Tihak peda Persetujuan apabila pembayerova adalai
Megara itu sencliv, pemerintah dacrabnya, atau penduduk Megara Pihak pada Persetujusn
tersebat, Mamun demzhivn, spabile eronpbadan vang membayvar revalts cerscbun, tmpa
memandang apikah da penduduk suatn Negura Pihak opada Persemujuan atay bokar,
memiliki bentuk uwsaha cotap atan tempar wsaha letap i sualn Negera Pihak pada
Persetujuan di mana kewajiban membayar reyalti ersehut timbul, dan rovalti tesschut
merjali beban benluk ussha tetap 2tan tempat vsaha tetap, maka royali tesselut diangpap
timbul di Megara Pihak pada Persetgjuan df maca bentuk usa>a toap stan tempat nsaha
fwlap ersebut herada.

Apahila, karena alesar adunyn hubungan istinmewa antara pembasar -ovalti dengan pihak
yang menikmati mandaal dun rovaltl tersehut atau anrara keduanya dengan arargdbadan
lain, Jumlah roveltt wang dibayarkan, dengan mamperhatikan pecggunzan, hak, alau
mformasi yang menghasilkan rovalli lerseaul, melebihi jumlah vang scharusnyva disepekat
anfasn pembayar dan pemilik mantast dad rowslt forscbut spabila mercka  tidak
mempunyval hubungan istmewa, mako ketenmuan-ketemuan dalam Pasal inn wkan berluku
hanva atas jumlah wvang discbutkan terakhiz terscbhut. Dalam hal demilean. jueilah
kelebiban pembuyvaran fersebur akan tetap dikenokan pajus di Negara Pihok peda
Persetujuam i owang covalll lersebut tmbul sesual denpan perundang-undanpan hepara

tersebul, dengsn memperhatikan ketenluan-ketentuan lainnya dalam Perserujuan ini.
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Pasal 13

MBALAN TERNIK

Imbalan tekoik yvang umbul di salah sate Mepara Fihak pada Persetgjuan dan dibayarkan
kepada penduduk Negars Pihak pada Persetojuan vang lam dupit dikenakan pajak di

negara yang melzkukan kemutakatan vang lain terscbut.

Mamun demikizn, imbulun Winik terschut dapat dikenakan pajak o hegara pikak pada
Fersetajuan dimana imbalan leknik fersebut tiwbul, dan sesoai dangan peratoran Megara
lersebul, lelapl anabila pemilik mantaar yang menikmate imbalan, pajak vang dikenakan

tidak zkan melehihil0 persen dari jamlah Kotor ibalan ko,

[stilah “imbalan teknik™ vang digupakan dala: pasal ini berai pentbarvaran dalam hentk
apapun kepada siapapun, elain kepaca karyiwan dan orang yang membua? pombayaran,
dalam portimbanpan untuk semua juse admiodstrus:, jasa teknik, jass wing hersitat
mardjerial alew konsultasi, vang diberikan di hegara Pikak pada Persetujuan atau

penbarar berkedudokan.

Ketentwan-ketenman dalam avar 1 dan 2 lidak akan berlaku jika pihek vang menerima
imbalan leknik terseoul, vang merupakan pendoduk suarn Negars Pihak pada Persenguan,
menjalankan usaha di Negara Pihak Tainnea pada Persetujuan & mana tmbalan leknik
erselut timbul, melalul sualu Denlk wsuha lelap vang berada di sana, atau melzkukan
pekerjaan bebas di MNegara Piiak lainnya ersebut dari sebualh tempat usaha tetap di ssna.
atun melakukan pekerjaan bebas di Negara P-hak pada Pevsetajuar lpinnys melalud tempat
usaia letap lersebut, dan imbalan telenik mempunyai hubunzan efzkrif dencan kenrok
usaia tetap ataw temput wssba wetap. Dalam hal demikian, tergantong pada masalalinga,

ketentuan-ketfentuan dalum Pazal 7 atag Pasal 15 akan berlaku.

Tmbalan teknik dianpmap Umbul J1 Newura Prhak pads Pevsctujuen spabila pembavamya
edalal penduduk Mewaru tersebut. bamur demikian, spahila orangbadsn vanpe membayar
imbalan teknik tersebat, tanpa memandacg apakah o penducuk suatu Negara Pihak pada
Perserojuan atan bokar, memiliki benluk ussha letup atag tewepat vsaha tetap di soate
Meegara Mhak pada Persehguan di mang kewyjiban membayar imbalan teknik tersebut
timbiad, dan imbalan teknik tersebul menjadi bebun beoluk usaha letap atau tempat usahs
tetap, maka imbolan leknik wecsebul dangeap fimbul i Megars Pihak pada Persetcjuan di

mana bentuk usshy lelap atau tempat uszha tesp torselat herada,
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Apabtla, kzrena alagsan adanya hubungan istimewa antzra pembayar imbalan teknik
dengan pikak yang menikmati manfoal dan imbalan teknik serschur atau antara keduanya

dengan orangsbadan lain, jumlsh imbalan teknik wing dibavardcan, melehihi melehihi

Jumlah yang scharusnya disepakali anara pembayae dan pemilik man$sat dad fmbalan

teknik tersebul apabila mercka odak mempunyai hubungan Sstimewas, maky ketentuan-
ketentaan dalam Pasal ini akan berlake hanva atas umlah vang disebuthan lerakhar
lersebul, Dialan: hal demikian, jumlah kelebiban permbayaran fersebat akan tetep dikenakan
pajak oi Megary Pikuk pada Persetujuse €3 mana imbalzn reknik tersebul limbul sesuai
cengun perundany-undanpan Negara terschur, dengan memperhatikin ketentuan-ketentuan

lamnya dulam Persetujusn .

*azal 14

KELNTUMNGAN AR TPEMINDALITANGANAN HARTA

Keunmungan vang diperaich oleh scorang penduduk suatu Wepara Pihak pada Persetujuun
dari pemirdahtanganan hak milik atas Barla lidak berporak sebagaimana dimaksud dalam
Fasal & dan terlctak di Megara Pihak lainnya pada Perselusuan dapas Jikenokan pajak di

Negarz Pihak lamnva terschut

Keunmungen dar pemindahtanganan hak milik olas arta bergeras vacg merupzkan lagian

kekavaan sualu benluk usaha tetap vang cimiliki oleh peruszhazsn Jdar suam Megaca Pihek
padd Persetujuzn di Negara Pihak fainnya pada Persctupon atan darr Barta beroerak sans
terkait dengan fempat vsaha tetap vang tersedia bagi pendoduk suatu Megars Mhak paca
Persetajunn i Megara Pihak laincya pada Porselujusn guna mesjalankan pekerjaan
hehasnya, termasuk kecoturgan dar peminduhlangaoon hak milik hentol usaha tetap ity
sendini {tevpisah atau beserta keseluruhan peruosuhann aluu lempst wsaha tetap terschut,
dapal dikenzkan paiak di Negara Fihak lainnya tersehur.

Keuntangan  vane diperaleh perosabasn suatn Mezara aihak pada Tersetujoan dan
pemindahtanganan kapal laut ataw pesawal wdama vunp beroperast di jalur lale lintas
internasional atau harta gerak vang menjadi bagian dad operas: kapal laut atay pesevat

wdara tersebat hanva akan dikenakan pajak di Nepara terseaut.

Keuntungan dari pemindahlunganun saham-saham den modal sust perusahzan i mana

assetnya yany lervloma sevars langsung afau Ldak langsung terdivi atsg heca tak perak

15
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vany terletak di satu Megara Pihak pada Perselujusr duaped dikenakan pajak di Negara

lemsehul.

Keunengan dari pemindabtanganan hak milik harta lainnya selain vung disebut pada ayas-
ayat sehelumnya hanva akan dikenakan pajak Ji Negara Pihak pads Persctujuan di mana

arang/badar vang mengalihhan harta dorschut menjadi pendudukoya,

Pusal 15

PEKERIAAN GERAS

Penghasilan vang diperaleh pencuduk dari susto Megara Pihak pada Perselujuan
sehubungen dengan pekerjaan hebas vang dilakukan atau koglalan-keglatan laionya vang
serzpa, hva akan dikenakan pajak o Megars tersebut keeusli la mempunyzl swaty empat
ttap yang lersediv sevara teratur baginyva untuk menjalankan kegiaan-kegialan di Megara
Pikak pada Persctujuan atan ia berada di Negara loinnya lersebut anluk suata masa atau
masd-masd yany jumlahnya melebili 90 hasi dalam mese 12 bulun, Apabila o mempunyvei
tempat tetap stau berada di Bopara lain il uniuk imasa alag musa-masa sepeti Sorsebor
diatas, maka penghasilan lezsebul depul dikenakan pejak di Megara Pihak lainnya tetaps
harya hagian penghasilan vany dianggap berasal darl tempat tetap tersebur atan yvang

dizeralel dari Mepar lain tersebul selamy masa atau masa-masa terschut diatas.

Istilah “jasa-psa profesional” terutwcs meliput kegiatan-kegiatan di bidang I
progelabuan, kesusasterasn, kesenian, kegiatan pendidilan atan peogagaras, demibian juga
[rekerjaan-pelerjaan hebas eleh pare dukler. ahly wknik, ahli Gukum, dekter gig, arsitck

dan akunian.

Fasal 16

PEKERIAAN DALANM ITUBUTNGAN KERRA

Dengan memperlucibin tetenluac-ketentuan Pagal 17, 19 20 dan 21, gaji, gpah dan balas
jusa lain wang scjeniz vang diperolch penduduk suam Megara Tihak pada Percetujuan
karcna suata hulungan pekerjaan banva akan dikenakan pyak di Mewara lersebun kecoali
Jika hubungan pekegaan itu dilakokan di Negara Pilwk lannya pada Persetujuan, Dalam
hal demikian, halas jasa vang diperaleh dari Negara lainnyva dapat dikenakan paak o

Megara leinnyve erseber,

19
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Menvimpang cari kelentuan-kotenluun ayat |, imbalan varg diterima atan diperalch
penduduk dard sualu Megara Pihak pada Perzerujean dan pekerjuan vang dilakukzn di
Mepara Fihak lainnva pada Persefujuun, hunya akan dikerakan pajak i Negan vang

dischut pertama. apabila:

() penecmi inbalan berada di MNegara Pihak lainnya o Galam sualu masa atin masa-
masa ¥ang jumlahnya ldak melebibi 183 har dalam jangka welon doa belas bubun;

dan

(bl imbalin o dibayarkan oleh, slau atas nama panbad kega vang bukan merupakan

pendoduk Megara Prhak lainnva lerschut; dan

e} imbalan fersebut tidak menjudi beban bagi suata hentuk wsaha tetap atau tempat usaha

tetap yang dimiliki oleh pembe kerja di Wegara Pihas lainnva iersehul

Menyvimpang  dun ketentusn-ketentuan sebelumnya dalum Pasal ind. imbalan veng
cdiperolet: karena pekerjaan vang dilakukan di aras kapal lou alau pesawat wdara wang
divperasibac dalum -alur lelu lintas inernasional aleh suam perusahoan i suaty Megura

Pihak pada Persefujuan hanva skan dikenzkan pajek di MNewara lersebul,

Fazal 17
IMBAL AN PARA DIBEERTLR

lmbaian pura Dirckiur dan pembayran-pembayaran lan veng serupa yanp diperileh
penduduk salab satu Negara Pihac pada Persetujuan dalam kodudukannva schasai angpola
dewan direkrar persercan ata setiap badan lain vany serupa dur perusshasn sesusl

urdang-undzrg dalary negeri Mewan lersebut, vane herkeduduken di Wepara Pihas

Tainnya pada Perselujuan dapat dikenzkan pajak di Weosra lainnyz ersebur..

Imbalan vang diterima alaw diperoleh orang sebagaimuna dicaksud pada avat | dar
perusahaan dalam hubungan dengan melakusan [uaesi sehan-har sehagai pimpinan atau

teknisi dapat dikenakan pajak sesuc: dengan ketenluan pada Pasal 16,

FPasal 18

PARA ARTIS AN ATLIT

Menyimpang dun ketentuan-ketentuan Pasal 7, 15 dan 16, penghasilan vang diperoleh olah

penduduk suatu Megara Pihak paca Persetujuar sebagai penghibur seperli urlis teater, film.

2
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radin atan artiz telavisi atan perain musik stauw scbapai atlit dart kegiatan-kegiatan
perseorangan yang dilakukan ) Nepara Pihek lainnya pads Persetujuan, dapac dikenakan
pajuk di Megara lainnva terschun.

Apahila penghisilan sehubungan dengan kegintan-kegiatan perscorangan vang dilakukan
olel seorang penghibur atau atlit dalam kapasitasnyva terschut di atas dibavarkan tidak
kepada penghibur atau atlit melainkan kepads orang dan badan lainnyu, moka menyimpang
dari ketentuan dalam pasal-pasal 7, 15 dan 16, penghasilan terscbut dapat dikenakan pajak
di Megara Pihak pada Persetojuan disnana dilakukan kogianan-kepialan Jur colertainer ulas

atlit tersebur herlangsung,

Menyvimpuang don ketentoan-ketentuan avat 1 dan 2, penghasilan vang diperoleh dari
besgianan- kewinlon vang discbur dalam avat 1 vanp dilakokan dibawah pengatiran atau
perselujuan kebudiyuan anlarg kedug Negasa Pihak pads Persetujuan akan dibcbaskan dari
pajak di hegas Pihak pada Persetujuan tcmpat dilakvkannya kcgiatan ite apabila
kunjungzn ke Megars tersehut sepenuhnya atau sehagian hesar dibiayai oleh salas satu
Megara Pihak pada Persetujuean alou kedua-duanva, poncrintah dacrah ulau lembags

lembaga kemasyarakaian.,

Fasal 14

PEMSTUIN AN PEMBAY ARAMN BEREALA
Dengan memperhatikan ketenman-kefentuzn syvat 2 dod Pasal 20, pension dan ilalan
sgjenis loinnve den pembaveran berkaly wving timbal di osustn bewira pihak pada
Porsctajusan dan dibavarkan kepada penduduk dari Negara pikak lainnya pada Persctujuan,
dapat dikenakan pajak & Negara vange disebut pertama.
Fattlah "pembavaran berkala™ berast suato juielab tertento vang dibayar secara bersala poda
wathlu lerentu solama idup alau selame janeka waklu lerlento atau mass wakly vacg dapat
diteniuhan karena adanya kewajibun unluk melasokan pemoayaran-pomnbayvaran sehagn

too baban vang memadal dalsm beniuk vang atou vang dapatl dinilan dengzan vang.

Menyunpang dat hetenluan-ketentuan ayel Udalam pasal o, peesiun vang dibayarkan can
imbalan sojenis lainnva vang dilakukan dalam skema kescjahteraan vmum dan sistern
turjungan han twa atau dana khusus dan Negara pihak pada Persctujuan, atan dan
Pemerintah, atau pemerintah daerahnya sesuai dengon undang-undang Negars serselbwr

dapat dikenakan pajak hanya di negara terschut.

21
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Faszal 201
PEIAHAT PEMEMINT AL

(1) Imhalan, seluin pensiun, yang dibavarkan aleh suato hegars Pihak pada Perseluuan.
atan bagizn ketatanegaraannys aau pemerinluh daerahnya, kepads orang peibadi
schubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Megara ferscbut atau bagian
ketatznegaraannya acau pemerintal dzerahnya Panva skan dikenakan pigak Jo Bepara

tersekut,

ih) Namun dem:kian, imbalan tersehut banya akar dikenakan pajak i Megara Pihak
lainoya pada Porsetujuan jika jusa-jusa terschut dibenkan df Negara Pihak Tainnwa
tersebut dan orang pribadi tereebur adalah pendoduk Negara Pihak lainnya tersebat
Vang:
(1 mempanval kewarganezaraan Jdi Megars Tikak lainnys lersebul; atau
(i ridak menjadi penduduk Negam Pihak lonnys fersebul semala-mata dengan juan

untuk melakukar jasa-jasa terschat.

(a) Pensiun yany dibasvarkan oleh, atau berasal dari dana wang dibentuk olch Pomerintah
suarg Megara Pihak pada Persemajuan atan pemerintah dacrabnva kepada omanyg pribadi
sehubungan dengan jasa-jusa vang diberikan kepads Pemerinmzh tersebut hanye akan

dikenzkan pejak di Megara torschut.

(1} Mamuon dermikiar, pensien wrschut hanva akan dikenakan pajak di Megara PPihak
lainmva pada Persctnjuan jika orang pribadi terschac acalah penduduk: dan wargancgara
tari Megrara Pihak lainnva terschut,

Ketentuan-ketentuar dalam Pasal 16, 17 dan 19 akan berlaku techadap cmbalan dan

penziun yang herkenaan dergan jasa-jasa waneg diberikan sehuhunean dengan usaha vang

dijalankan olch suatu Pemerntahan Wepara Pikak poada Persetujuan  aton hagian

kerzranegarzannya atan pamerintzh dagrahnya.

PFazul 21

CURL DAR PENELLTE

Seseorang vacg berkunjunz ke suate Negara Pihak pada Persclujusn atas undangan dar
Mepars tersebut atan darl universitas, akademi, sckolah, muscum, atau lembaga kebudavean
serepa loinnya vang aca di Negara lerseoul stan berdesarkar progrum resmi pertukaran

kebuduvaur, untuk masa tidek lebih dan doa tabun Dertorut-turat semata-mate untuk tojuan

22



http://www.djpp.depkumham.go.id

49 2012, No.64

imengajar, memierikan kaliah, stauw melakukan penelilian ¢ lembapy dimaksud dan yang
merupakun penduduk dari Nepzra FPihak lainnye pada Persetujuan sebelum melakakan
kunjungan, skan dibehaskan dari pengenaon paak df Newara yang dischbutkan pecasma atas

imnbatan untok kesalan-hegiatan terschue
Masal 22
PELAJTAR, PEMAGANG DAN FLEERTA PELATIHAN RISNIS
1. Pemhayaran-pembayaran, techadap seorang pelajse, pemagang atau ziswa dalam pelatihon

bisnis vang sebelum melakukan kunjungan ke Megara Pihak pada Persetyuan merepakan

penduduk dari Megara Pihak lainnya pada Persetujuan dan vanz berada di Megura vany

ilisebutkan perlama bertujusn semata-mate antuk pendid kan atan pelatibannya, menerino
imbalan dengun tujuan untok memenche biava hidup, pendidikan, atao latiban tidak akan
dikenakan pajuk di Negara vang dischutkan perama. separjang pembayaran-pem 2avamin

Llersebul imbul dam sumber di Tnze Negara sersebuot,

2. Sehubungan dengen hibah, heasiswa, dan unbalan dart pekenaun yuny tidak dicekup dalam

aya: 1. soorang siswa atau pemnagang vang disebutkan dalam syat 1, schagai tarihahan,
sclama maga pendidikan atan pelatihan tersebut bersak alas sengecuslisn-pongecuatian,
keringanan, atau pengurangan pajak yang sama dengan yang diberikan sopada pondudul

Megara Pihik poda Persetujuan vang ia kunjengi.

Pasat 23

PEMGHASILAN LAINKY A

Jems-jenis penghasilan pendoduk susty Negaa Pihak pada Persetujuan, vang tidak diatur

dalan pasul-pasal terdahulu dari Persetujoan ind dapat dikenakan paiak di Nepara terschut,

Pusal 24
MCTORE PEMGHINDABRAN PAIAK BERGAND A

Apabila seorang penduduk Megura Pihak puda Perselujusn memperoleh penghasilan dard
“wegarz pada Pihak  Pessetujuoan yang lain, sesual dengan kotenftuan-iotentuan delam

Persetujuan ini, jurlah pajak yang lermang berkenaan deneae penghasilennya lerscbul, dupat
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dikreditkan terhacdagy pajok yuny dikenakan di Negara Pihuk pada Persetujuan yang dischutkan
persema. Namun jumlab: kredit it tidak bolel melebihi jumlah pajak di Negara Pihak pada
Persetujuan vang dischutkan perlamy atas penghasilan yung memadai unmuk penghasilun

tersebnt sesuai dengan peraluman negara forsebur,

Masal 25

WON-DISKRIMINAS]

| Warganegara dan svatu Megara Pikak pada Persetujusn tidak akan dikenakan pagak atau
kewnajiban-kewajiban vang terkait dengan pajak tersebut di Megara Pihak laionya pada
Persetijuzn vang berluinan atau lebih memberatkun dibandingkan dengan paiak atau
kewsjiban forkait vang diverlakukan alau daput diberlakukan terhadap wargs nowara dard
Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dalam veadaan vang sumu,

-

2 heeuali seperti vang diatur delam Pasa T avat (8] (Laha Usaha), pengensan paak atas
benluk usaha tetap yang dimiliki oleh suaiu perusabaan dari Wegara Pihak pads Perselajuan
di Negara Pikak laonya pads Persctujoan, ticak akan dilaxukan dengan cara vany kurang
mengunungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perasahaan-perusshaan yang
menjalankan kegialan-kegiatan yang sama di Megara Pihak luinova ito, Ketentoan ini tidak
dipul ditefsickan schapar mewsjibkan suate Megarz Pivak pada Perselujuan untuk

memberikza kepada penduduk Megara Pihak lainnyva pada Perselujuan suatu potengas

privadi.  keringanan-keringunen dan pengurangan-penpursngan untuk kepentingan
pengenaan pajah berdasarkun status sipil atan tangpong jawab keluarga seperti vang,
diberikan hepada penduduknya sendirt,

3. Pemsahzat di susiy Nowara Pihale pada ersetujuan, veng medalova sehagian atau
selurohnya dinilhi wtau dikussal batk largsung atau Hiduk lengsung oleh szt atau lehih

penduduk dari Megara Pihak lainnya puda Persctujaan, tidak akan dikenokan pajak atao

kewajiban apapun vang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negasa vang dischut pertama
vang berdinan ataw lehih memberatkan daripady pengenaan paiak dan kewajiban-Kewajiban

dimaksud yang dikenakan atau depal dikenukan terbadap perusahaan-perusaham lainnys

wang serupa di bogara vang disebut pertama.

4. Kecuali i mana kerenfizan Pasal %, Pasal [ avar 6, atau Pasal 12 aval & berlaku, bunga,

rovalti, dan peagelearan-pengeluarun lain yeang dibavarkan oleh perusahasn ded Megara

Fihak pada Perselujuan sepady penduduk Mogara Pibak lainnya pada Persctujusn, untuk

menenlukon laba yang dapat divensian pijak ulas penusahasr corschut, akan dapat
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dikurangkan berdasarkan kendisi yacg sama apabila pembuyaran tersebur difaverkan

kepady pendudok dari negara yang discbut pertama,

5. Dalam Tazal ini. tsiilah "pajak” berart pajak-pajuk vang dicakup dalam Persetujuan int.

Tasal 26

TATA CARA PERSETUIUAN BERSAMA

1. Apabily seteoruny badan menpangaap hahwa tndakan-tindakan salah satu atzu kedua
Ioewary Pihak pads Perserojunn mengekibatkan atau akan meagakibalkan pengenuan Tajak
rang tidlek sesvai dengan Perselyjuan ind, maka torlepas dari cara-cara penyelesaisn yang
diatur oleh perunderg- undangan nasionsl masing-mwasing Megara lerscbut, i3 capar
menagajukan masalahnyy kepads pejabar vang berwenang dard Megara Pihak pads
Persejuan i mana io menjadi penduduknya aran apabils kususova beskenaan denpan {
Fasal 25 zyat . kepuda pejubar varg berwenang dori Megarn Pihuk pada Persciujuzn i
mana iz menjadi werga negarsava, Vasalah tersebul barus diajukan dalam jangha waklu
tiga tahun sejak adanva pemberiialican pertama tentang tindakan yang mmengukibatkan

prngenzan paak yang tidak sesual dengan ketentuan-kelenluan dalam Pessetujnan ini.

i

Pejabal yang berwenang harus berusaha sebajk-baiknya, jika moncul pengajuan keberatan
untuk penvelesaian kepada pejebat yang berwenany Jdan Cika pojabat vang berwenany it
sendivd tidak Japat menemukan penyvelesaian vang tepat, maka pejabst vang berwenang
terschur akan herisaba untuk menvelesailan masalab lesebat melalui persctujoan
bersama dengan pejabal vang heracnang darl Megara Fihok lainnys pada Porsetujuan,
dengen tujuan uatuk menghindardkin pengenaan pajak vang rtidak  sesusi dengan
Perseiujuim ind

300 Pulabsl-pofubiat wvang berwenang dar kedua Negara Pihak peda Perselujuun, meala
perselujuan bersana, akan berusaha unluk menyelesaikan kesulitan-kasulitan atau keragu-
rageun yang imbul dalam penafsican aaw penerapan Persctujuan ine Pegaba-paialsat yung
berwenany terschut dapar juga berunding bersams untuk menghilangkan pengenaan pajuk

herganda dalam masalah-masalah vang tdas diatur dalam Persetujozn,

4, Pejabat-pejabat vang berwenang cdarl kedua Megara pihak pada Persemgjuan dapal

berhubungan langsung: satu sama lain untuk mencapai perselujuan sebaraimany domaksed

pada  avat-avar sebelmnmea,  Pojabst-pejabat vang  berwenang, melalui konsulasi-

konsieltasi, akan mengembangken prosedur nlateral yang mernadai, kondisi-kondisi.

i3
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metode-metnde. dan teknik-rcknik untuk penerspan persetujuan bersaims schubungan

denpar pasal in

Pazal 27

PERTURARAN INFORMANI

Pejabal-pejubar yang bersenang darl kedua Negara pihak pada Persetijuan akan
melakckan whkar mesukar informas! vang diperlukin uniuk melakssnakan ketentuan-
kelenluun dalan Persemijuan ini ataw undang-undang nasional Negara pihak  pada
Persetujuan sehuhungan dengan pajak-pajok yang dicakup dalam Persclojusn, sepanjang
pengenaan pajak tersebot lduk bertentangan dengan erselujuan ini, khususmea enouk
mwenvegal lerjudinya pengeelapan atae penyelundupan pajak. Portuksran informasi tidak
dibatasi oleh Pasal | Setiap informast vang diterima oleh suane Weparn pibak aada
Persctujuan akan dijaga kerahasizaonya seperti haloya apabila informasi iy ciperoleh
buerdasarkun perundanp-undanpan casional Negarao torsebut, Bogabnanopun, infonnasi
wang dianggap sahasia itn hanve dapat divngkapian kepady orune stau baden atau pejabat-
pejabat jennasuk pengodilan dan hadan-hadan administratil) wang terlibat dalam
prenetapan aluy penzgihan pajak, pelaksaraan ondang-umdang alau penuntutan, atan dalam
memulaskan keberatan bervenaan dengan pagak-pajak yuny dieskup dalam Perserujuan ini,

{Orang alau badan atau para pejabul wrsebar skan mempergunakan infarnast iu hacya

untuk maksud tersebot i atas, namun demikien dapal juoa mengunpkapkan informasi it

dalam penpadilan umuom alau Jelan poanbuatan keputuson-keputasan pengadilan,

Bagaimanapun juga <efemuan-heteniuan ayul {1} sama sekali ndak dapac diatzickan

sedemikivn rupa  schingga membehankan  kepada MNegara prhak pada Perserajuan

bewajiban:

() untuk  mweelaksanakan  tindaxan-tindakan  adonoistratil’ vany bertensanran dengan
perunding-undangan staw prakiek administrasi yvang berlaku di Megara i alau di
Megurz prhalk lainnya pada Perserujuan;

thi untk memberibkan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdusarksn perundang-
undangan atou dalum praktek administrast vang lazim di Negare tersebut atau dr Wegsra
pifak luinnya pads Persetujuan;

tcp untuk memberkan  nfermasi yung mengungkapkan  cahasia o ospapun dibidang
perdagangan, usaba, indusin, perniagasn staw keahlien atac informasi lainnyva vang

rengungkapzanya bertentangan dongan kebijaksanaan Megara,
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I'asal 28

PEJABRAT DIFLOMATIK DAN KONSUTER

Persetnjuan i tdak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di hidsng liskal dad anppeta-
anggola misi diplomatik atan konsuler berdasarkan  peraturan-peraturan wimum hokum

internusional atau herdasarkan keteniuan-kelentuzn dalam suats persetujuza Khusus,

Pasal 29

GERLAKUNY A PERSETILIL AN

1. Masing-masing Negara prhak pada Persetujuan akan szling memberitahukun secura rertulis
babiwn Termalitus sehagaimana disvaratkan dalam konstitasi masing-masing Negara teluh
dipenuhi. Persetujuan ini aken molai berlaku pada bari yang wrekhiv dan sast

pomberitalian 1ersebut;

12

Ketermuan-ketentoan dacl Persstujuan ind akan berlako:

fa} mengema pajak vang dipotorsg pads swmber penghasilan, untuk penghzsilzn wang

diperolch pada eran setelaly tanggal 1 Janued tshun takwim beribums sesudah

herlakunya Persetujuan ni , dan
ihy mengenzi pajak lainnya atas penghasilan untok tahu-tahon pajai vang malad pada
atou sztelah canggal 1 Janwari tahun berikutnya sesudah ahuen herlakussa Persetujuan
mi.
[Fasal 30

BERAKIIRNY A PERSETUIT AN

I Perserujuan ini ekan tetap barlabu sampai dwkhivn oleh salsh sato MNegara pihak pada
Persetujuun. Masing-masing MNegara pibak pada Persetujuan duapat mengakhin berlakunyva
Persetujuan im, melalui saluran-saluran Jiplomalik, dingsn menvampaikan pemberitahuan
lerlulis tenlany borakhimya Persctmjuan pada atan sebhelum laoggal dgapuluh bulan Tuni
seliap taoun dskwim berikonya setelah jangha wakiu 5 (limad tahun sgjak berlakenya

Persetuinamn.,

rd

Dralam hal damikan, Persefujusan o akun dak berfako lag
(a] mengenai pajak vang dipotony pada sumber penghasilan, untuk pengbasilan vasg u
diperaleh pads atan setelab tanggal | Janna tashun tekwim besikuinya seielah lubun

pemberitahuan berakhirnva Pemsclujuan diborikan;
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(b mengena pajak-pajak laincys atas penghasilan, untuk tahuo-tabhun pujuk vang dimulai
pada atou selelah tanpeal 1 Janvard lhun akwim bedkutnya serelab lahun

pemberitahuan berakhirmyy Persetujuan diberikan.

Drengan kesaksian para penandatasgan i bawah o0, yang telah memperoleh kuass vany sah,

wlah menandatangani Porserujuan inn

DABUAT dalam renghap dua i Jukaerta pada targpal 30 Met 2001 dalam Bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Repuhlik Indonesia Untuk Pemerintah Repullik Zimbaleae
| O Alwi Shizab R LE.G, Mudenge
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